
BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sukasari

1. Profil Desa Sukasari

Desa Sukasari termasuk salah satu dari 12 (dua belas) desa di Kecamatan Pegajahan. Desa Sukasari merupakan desa yang cukup maju, masyarakat di desa tersebut bermayoritaskan sebagai petani dan wiraswasta.

2. Identitas Desa Sukasari

a. Pemerintah Desa

Kepala Desa
: Suyatno

Sekretaris Desa
: Kawilarang

Kasi Pemerintahan
: Rizky Fauzy 

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
: Setia Nurgi 

Kaur Umum dan Perencanaan
: Ali Sayang

Kaur Keuangan
: Lia Yusuf

Kepala Dusun I A
: Iswadi

Kepala Dusun I B
: Sugiatno

Kepala Dusun II
: Jumani

Kepala Dusun III
: Herianto

Kepala Dusun IV A
: Sugianto

Kepala Dusun IV B
: Suwarman

Kepala Dusun V
: Eduwan
Kepala Dusun VI
: Indra S Lumban Batu

b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) 

Ketua
: Sugiono
Sekretaris
: Bambang

Bendahara
: Sudirman

Bidang-bidang:

Agama, Adat, dan Budaya
: Jumino

Organisasi dan Kelembagaan
: Supriadi 

Hukum dan Lingkungan Hidup
: Suhardiawan 

Peningkatan SDM
: Sujono 

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
: Jumingin 

Pemberdayaan Ekonomi
: Sadeli 

Pemberdayaan Usaha dan Pembangunan
: Ngadirin 

Komunikasi, Mediamasa dan Informasi 
: Wahyudi 

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 
: Paiso

c. Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (PPK)

Ketua / Plt
: Ny. Suriatik Suyatno

Wakil Ketua
: Ny. Al Wardah Mawardi

Sekretaris
: Ny. Ngatinem Kawilarang

Bendahara
: Ny. Riani Suparmin 

Pokja I

Ketua
: Ny. Dahliana Suwarman
Sekretaris
: Ny. Misna Agustiok

Anggota
: Ny. Sarifah Alisayang

Anggita
: Ny. Susilawati Iswadi

Anggota
:`Ny. Erni Soimin

Pokja II

Ketua
: Ny. Rosidah Boyadi

Sekretaris
: Ny. Winarti Sriono

Anggota
: Ny. Sri Wahyuni 

Anggota
: Ny. Sutini Sahdum

Anggota
: Ny. Sutrisni Sugianto

Pokja III

Ketua
:.Poniyem Sugiatno

Sekretaris
: Ny. Sabariah Nasrun

Anggota
: Ny. Sutinem Sakun

Anggota
: Ny. Tusiyem Turiman

Anggota
: Ny. Suyatmi Sugianto 

Pokja IV

Ketua
: Ny. Rina M.P.J.N

Sekretaris
: Ny. Supriani Zainur
Anggota
: Ny. Rubinah Wagian

Anggota
: Ny. Supriatin Idris Ad
3. Geografi, Topografi dan Demografi Desa Sukasari

a. Geografi

1) Luas dan Batas Wilayah

a) Luas Desa/Kelurahan
: 1.150 Ha

b) Batas Wilayah

Sebelah Utara
: Desa PegajahanKec. Pegajahan


Sebelah Timur

: Desa R. Sialang Tengah, Kec. Sei Rampah


Sebelah Selatan
: Desa Bah Sidua Dua Kec. Serba Jadi


Sebelah Barat

: Desa Bingkat/Desa Tanjung Putus 
2) Kondisi Geografis

a) Ketinggian Tanah dan PermukaanLaut
: 41 Meter

b) Banyaknya Curah Hujan
: -

c) Tofogafi (DataranRendah Tinggi Pantai)
: Dataran Tinggi

d) Suhu Udara Rata-rata
: 32˚ C.

3) Orbitan (Jarak dari Pemerintahan Desa/Kelurahan)

a) 4Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 5 Km

b) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten
:  25 Km

b. Demografi

1) Jumlah Penduduk Menurut

a) Jenis Kelamin

Laki – laki

: 2.022

Perempuan

: 2.124

Jumlah


: 4.146

b) Kepala Keluarga

: 1.125

c) Kewarganegaraan

I. WNI

Laki – laki


: 2.02

Perempuan


: 2.124

Jumlah


: 4.146

2) Jumlah Penduduk Menurut Agama/Penghayatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

a) Islam
: 4.020

b) Kristen
: 116

c) Khatolik
: 4

d) Hindu
: -

e) Budha
: 6

3) Jumlah Penduduk Menurut Suku

a) Jawa
: 3.901
b) Melayu
: 32
c) Simalungun 
: 5

d) Toba 
: 115

e) Mandailing
: 48

f) Banjar
: 22

g) Karo
: 8

h) Minang Kabau
: 12

i) Nias
: 1

j) Pak pak
: -

k) Aceh
: -

l) Dll



4) Jumlah Penduduk Menurut Usia


a) Kelompok Pendidikan


1. 00 – 03 Tahun



: -

2. 04 – 06 Tahun



: 144

3. 307 – 12 Tahun


: 512

4. 13 – 15 Tahun



: 441

5. 16 – 18 Tahun



: 255

6. 19 TahunKeatas


: 90

b) Kelompok Tenaga Kerja


1. 10 – 14 Tahun



: -

2. 15 – 19 Tahun



: 75

3. 20 – 26 Tahun



: 345

4. 27 – 40 Tahun



: 800

5. 57 Tahun – Keatas


: 581

5) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

a) Lulus PendidikanUmum

1. PAUD



: 60

2. Taman Kanak-kanak

: 70

3. SekolahDasar


: 980

4. SMP/ SLTA


: 814

5. SMA/ SLTA


: 1.755

6. Akademi/ D-1-D3


: 8

7. Sarjana (S-1)


: 112

6) Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

a) Karyawan

1. Pegawai Negri Sipil


: 22

2. ABRI




: 3

3. Swasta




: 85

4. BUMN



: 65

b) Wiraswasta/ Pedagang


: 85

c) Tani




: 582

d) Pertukangan



: 20

e) Buruh Tani



: 235

f) Pensiunan




: 30

g) Nelayan




: -

h) Pemulung




: -
i) Jasa




: 147
7) Jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi penduduk

a) Lahir


1. Laki- Laki



: 20

2. Perempuan



: 11

Jumlah




: 31

b) Mati

1. Laki-laki



: 15

2. Perempuan`



: 9

Jumlah




: 15

c) Datang


1. Laki- laki



: 16

2. Perempuan



: 22

Jumlah




: 38

d) Pindah

1. Laki – laki



: 26

2. Perempuan



: 22

Jumlah




: 48

B. Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Sukasari


Dalam transaksi jual beli bahwa bukti kepemilikan tanah adalah sertipikat, akan tetapi dalam proses penerbitan sertipikat ada alat bukti yang dapat dijadikan pegangan seperti, “Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Desa/Kelurahan, Pethuk Pajak Bumi/Landrente dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya UUPA.
 Sertipikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.


Dasar hukum kekuatan pembuktian sertipikat terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagai berikut : “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” 


Menurut penjelasan pasal tersebut, sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.


Menurut bapak Suyatno selaku Kepala Desa Sukasari ia mengatakan: “bahwa status kepemiikan hak atas tanah di Desa Sukasari  ialah tanah kampung dan hanya beberapa masyarakat yang telah memiliki sertifikat hak milik serta kebanyakan masyarakat lainnya memiliki sertifikat Camat. Masyarakat yang belum mengurus tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik, dikarenakan kurangnya dana masyarakat dan masyarakat menunggu program Pemerintah yakni PTSL”. 


Berdasarkan kesadaran hukum dengan fakta empiris di Desa Sukasari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum warga masyarakat Desa Sukasari dalam melaksanakan pendaftaran tanah masih rendah. Mereka sudah mengetahui dan memahami isi dari aturan hukum pendaftaran tanah serta manfaat dari memiliki sertipikat tanah, namun tidak diikuti dengan perilaku dan sikap untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Mereka bersikap pasif dengan menunggu program Pemerintah dengan PTSL-nya. Sementara ini mereka cukup puas dengan memiliki SPPT/PBB sebagai bukti kepemilikan tanahnya.

C. Pemahaman dan Kasadaran Hukum Masyarakat Desa Sukasari Mengenai Kepemilikan Status Hak Atas Tanah

1. Pemahaman Masyarakat Mengenai Kepemilikan Status Hak Atas Tanah

Jumlah penduduk yang terus bertambah, namun luas tanah yang tersedia tidak bertambah, menimbulkan persoalan tersendiri di masyarakat apabila tidak diikuti dengan pengetahuan berkaitan dengan aturan pertanahan. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat di bidang pertanahan tentunya perlunya sosialisasi kepada seluruh masyarakat. 

Keterbatasan pengetahuan pemahaman hukum akan pentingnya sertifikasi tanah karena sengketa pertanahan ini bisa dikatakan sebagai masalah yang sangat kompleks di tiap daerah khususnya Desa Sukasari. Karena  tanah  sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu maka diperlukan pembelajaran atau sosialisasi akan pentingnya tertib administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa bekerjasama dengan pihak BPN, agar  tidak  terjadi  kembali permasalahan yang  serupa di daerah Desa Sukasari khususnya.

Mengenai pemahaman hukum ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan perkataan lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihakpihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Desa Sukasari kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang bedagai memiliki delapan dusun, jadi dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil sampel sepuluh orang dari tiap dusun dan sehingga menjadi delapan puluh orang responden dan dianggap sudah mewakili 100% dari seluruh warga Desa Sukasari.
Tabel IV. 1

Sampel Jumlah Responden Masyarakat Desa Sukasari

	No
	Nama Dusun
	Jumlah

	1
	Dusun Satu A
	10 responden

	2
	Dusun Satu B
	10 responden

	3
	Dusun Dua
	10 responden

	4
	Dusun Tiga
	10 responden

	5
	Dusun Empat A
	10 responden

	6
	Dusun Empat B
	10 responden

	7
	Dusun Lima
	10 responden

	8
	Dusun Enam
	10 responden

	Jumlah keseluruhan
	80 responden


Pada tabel diatas delapan puluh responden tersebut adalah sampel dariseluruh masyarakat Desa Sukasari karena menggunakan metode penelitian Random Sampling. Secara keseluruhan, pemahaman hukum yang diteliti melalui kuisioner ini berupa beberapa pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden penelitian terhadap pemahaman hukum status kepemilikan hak atas tanah dapat diketahui melalui jawaban responden yang merupakan warga Desa Sukasari kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Badagai. Pemahaman hukum  responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut : “Apakah saudara/i sudah mengetahui tentang pentingnya status Hak atas tanah ?”

Tabel IV. 2
Pemahaman Masyarakat Desa Sukasari
 Jumlah responden = 80

	No
	Jawaban
	Responden
	%

	A
	Penting
	76
	95%

	B
	Tidak Penting
	4
	5%


Jadi secara umum gambaran pemahaman masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Badagai mengenai status hak atas tanah adalah sebagian besar masyarakat sudah mengetahui dan mengerti mengenai arti pentingnya status hak atas tanah. Mereka beranggapan bahwa surat dari pemerintahan adalah surat yang sah, hal ini dibuktikan bahwa mereka telah membuat dan juga sedang dalam proses pembuatan surat yang telah di jabarkan melalui wawancara dari kepala desa Sukasari.

Menurut bapak Suyatno selaku Kepala Desa Sukasari ia mengatakan: “upaya untuk meningktakan pemahaman masyarakat tentang tanah dengan mengadakan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum dianggap sangat efektif bagi warga masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan  masih ada masyarakat yang belum paham tentang ketentuan hukum pendaftaran tanah. Warga sangat senang apabila dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum”.
Sebagaimana kita ketahui bahwa sertifikat baru dapat dikeluarkan setelah dilakukan pendaftaran dengan melalui suatu proses yang diselenggarakan oleh badan pertanahan nasional. Dari data yang diperoleh melalui pertanyaan dan hasil wawancara, masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Badagai memiliki pengetahuan hukum yang cukup baik khususnya mengenai status hak tanah. Dalam kehidupan sehari-hari mereka memiliki kesibukan dengan aktivitas bercocok tanam, berwirausaha dan lainnya, akan tetapi penyebab utama masyarakat di Desa Sukasari mengetahui pentingnya status hak atas tanah (peraturan perundang-undangan) karena sosialisasi hukum mengenai pertanahan tersebutlah yang membuat masyarakat melek akan pentingnya hukum dalam pertanahan. 

Hasil wawancara peneliti dengan seorang responden yaitu Ibu SA, baliau mengatakan :“Aku udah ngurus surat tanah, memang udah tau kian pentingnya ngurus tanah itu, yang udah sah aja bisa di kuasai orang apalagi kalau gak di urus.”

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sukasari Mengenai Status Kepemilikan Hak Atas Tanah

Kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketentraman yang sepantasnya.
 Sedangkan menurut Warassih memberikan definisi tentang kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat di sini adalah kesadaran dari anggota masyarakat untuk melaksanakan hukum dan bertindak sesuai hukum atas kerelaannya sendiri karena dianggap hukum tersebut sesuai dengan nilai yang ada dalam dirinya. Masalah kesadaran hukum sangat erat terkait dengan masalah kepatuhan hukum. Terlepas dari perasaan hukum, tindakan kepatuhan hukum adalah konkritisasi aturan hukum dalam perilaku. Sehingga orang yang patuh pada hukum bukanlah selalu menunjukkan bahwa hukum itu sesuai dengan nilai yang dihayati atau orang yang patuh pada hukum tidak mutlak menunjukkan kepuasannya atas aturan hukum tersebut.
Kesadaran hukum pada dasarnya terletak pada hati nurani manusia itu sendiri. Akan tetapi semakin hari, kesadaran hukum tersebut semakin merosot. Oleh karena itu, salah satu cara menumbuhkannya kembali dengan memberi penerangan atau sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. 

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan timbul apabila kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Badagai memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup mumpunin. Hal ini disebabkan dari berbagai faktor, seperti hasil pernyataan wawancara kepada masyarakat. Pertanyaan kedua kepada masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan kabupaten Sedang Bedagai, yaitu responden Bapak DA : “Apakah bapak/ibu merasa sadar atas hukum dalam mengurus izin status kepemilikan hak atas tanah tersebut?”
Tabel IV. 3
Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sukasari
Jumlah responden = 80

	No
	Jawaban
	Responden
	%

	A
	Sadar atas hukum
	80
	100 %

	B
	Tidak sadar atas hukum
	0
	0 %


Dari tabel diatas jelas menggambarkan Masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sadar mengenai hukum dalam kepemilikan status hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Diamana dari 80 responden, tidak ada masyarakat yang tidak sadar mengenai hukum kepemilikan status hak atas tanah. 

Pada dasarnya masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki, seluruh masyarakat sudah menyadari akan pentingnya memiliki sartifikat, dilihat dari beberapa masyarakat Desa Sukasari sudah mengurus dan memiliki sartifikat hak milik atas tanah. Setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan sosialisasi yang dibantu oleh perangkat Desa, RT/RW untuk melakukan sosialisasi kesadaran dalam membuat sertifikat hak milik atas tanah, dan bisa dikatakan sangat efektif itu ditandai masyarakat mulai faham secara hukum pentingnya mengurus atau memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Suyatno selaku Kepala Desa Sukasari ia mengatakan kesadaran hukum masyarakat di Desa Sukasari mengenai kepemilikan tanah kemungkinan kecil masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya kepemilikan tanah.

Dengan adanya sosialisasi tentang kepemilikan hak milik atas tanah, masyarakat Desa Sukasari, seluruh warga masyarakatnya menjadi antusias dan sadar akan pentingnya dalam hal mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki. Maka dari itu masyarakat telah dan sedang mengurus sertifikat hak milik atas tanah baik secara sendiri-sendiri datang langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) adapun sebagian masyarakat melalui jasa notaris dan ada yang dikolektifkan melalui desa setempat. Selain dari sosialisasi pentingnya mempunyai sertifikat hak milik atas tanah masyarakat Desa Sukasari biasanya mengetahui keharusan mensertifikatkan hak milik atas tanah yang mereka miliki dari berbagi informasi yang warga masyarakat peroleh diantaranya. Di ungkapkan oleh bapak Suyatno selaku Kepala Desa Sukasari mengatakan : “Masyarakat biasanya mengetahui kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dari desa setempat dan notaris mengenai pengurusan sertifikat hak milik atas tanah yang warga miliki”.

D. Kendala-Kendala yang Dialami Masyarakat Desa Sukasari dalam Mengurus Status Kepemilikan Hak Atas Tanah

Menyangkut pada permasalahan pengurusan tanah, Karena belum terciptanya jaminan kepastian hukum, akan timbullah gelaja penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah oleh masyarakat desa yang belum terlaksananya pendaftaran tanah dengan baik dan mengakibatkan terjadinya masalah pertanahan di mana adanya pihak lain berani mengklaim atas suatu bidang tanah yang bukan miliknya, sementara hukum agraria dianggap atau diperlakukan lemah untuk dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan sehingga dituding belum mampu mewujudkan seluruh tuntutan yang diinginkan rakyat dalam mengatur dan mengayomi hak-hak atas tanah. Akhirnya muncullah tuntutan atau keinginan rakyat untuk memperoleh tanah yang kadang-kadang tanpa dasar hukum atau tanpa prosedur hukum.

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah penyelesaian sengketa tanah harus diselesaikan berdasarkan hukum tanah nasional yakni dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok agrarian (UUPA). Penyelesaian sengketa tanah dalam hukum tanah nasional menghendaki agar penyelesaian agar penyelesaian sengketa diusahakan pertama-tama melalui musyawarah atau mediasi trasional maupun mediasi pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Musyawarah pada hakekatnya adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian

Dalam pengurusan penerbitan sertifikat dalam kepemilikan status hak atas tanah, beberapa masyarakat di Indonesia memiliki hambatan baik itu pada syaratnya yang tidak lengkap ataupun kendala di bagian administrasinya. Begitu juga yang dirasakan oleh masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Deli Serdang, masyarakat tersebut juga memiliki hambatan. Dalam wawancara yang di lakukan peneliti, didapatkan hasil seperti: “Apakah ada hambatan dalam mengurus izin status kepemilikan hak atas tanah tersebut?”
Tabel IV. 4
Hambatan Masyarakat Desa Sukasari

Jumlah responden = 80

	No
	Jawaban
	Responden
	%

	A
	Memiliki Hambatan
	78
	97,5 %

	B
	Tidak ada Hambatan
	2
	2,5 %


.
Dari tabel diatas jelas menggambarkan Masyarakat Desa Sukasari kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki hambatan dalam mengurus izin pendafataran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Diamana dari 80 responden, 78 memiliki hambatan dalam proses izin kepemilikan hak atas tanah, hasil wawancara oleh bapak Suyatno selaku Kepala Desa Sukasari mengatakan “Masyarakat di Desa Sukasari memiliki hambatan yaitu lambatnya penanganan dalam mengurus surat tanah masyarakat, lambatnya mengurus surat tanah bisa mencapai 2 tahun.” Sangat disayangkan dalam hal ini bagian pemerintah yang kurang cepat dalam menangani izin atau status hak atas tanah dari masyarakat, khususnya di pedesaan atau di perkampungan masayarakat sangat berharap kepada pemerintah setempat, agar lebih cepat dalam pengurusan berkas surat hak atas tanah masyarakat supaya kedepannya tidak menimbulkan masalah konflik atau sengketa antara warga atas ketidaktahuan masyarakat tentang hukum.

Adapun seperti yang telah dikatakan oleh bapak Suyatno selaku Kepala Desa Sukasari mengenai masyarakat yang kekurangan dana dalam pengurusan sertifikat tanah, hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan faktor anggapan masyarakat diperlukan biaya yang mahal, padahal pengurusan sertifikat dan pendaftaran tanah dalam hal pendaftaran tanah di Desa Sukasari sekalipun telah ada tarif pendaftaran tanah untuk setiap simpul dari kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 namun dalam prakteknya baik pihak pertanahan maupun pemerintah pada tingkat daerah/terkecil seperti Kepala Desa, Lurah, Camat dalam hal menerbitkan Alas Hak tetap melaksanakan pengutipan di luar ketentuan yang berlaku.

Sangatlah jelas permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi adalah sulitnya masyarakat untuk merealisasikan keinginannya untuk mendaftarkan tanahnya, oleh karena itu perlu perhatian lebih dari pemerintah ataupun pejabat setempat untuk sosialisasi hukum tentang tata cara pendaftaran tanah yang benar agar setiap masyarakat dapat merealisasikan keinginannya untuk mendaftarkan tanahnya tersebut dan pihak dari pemerintah yakni BPN haruslah bersikap profesional terhadap setiap keluhan yang datang dari masyarakat. Karena hal tersebutlah yang membuat masyarakat menjadi mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan tanahnya karena tidak memiliki pengetahuan lebih tentang hukum dan tata cara pendaftaran tanah meskipun telah mencari info melalui internet, karena hal yang terjadi dilapangan tentu berbeda apa yang dijelaskan oleh internet.
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